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STA.IIDAR IIONORARII'M DAI{ BELANJA BARTXG/JASA

PEIf,ILIIIAII BUPATI DAN WAXIL BT'PATI MAI,ANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAIIMAT TI'HAIC YANG MAIIA ESA

BUPATI MALANG,

bahwa dalam rangka tertib pengelolaan pendanaan kegiatan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang yarg efektif, efisien

dan terkendali serta untuk melaksanakan ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

walikota dan Wakil Walikota, maka perlu mengatur Standar

Honorarium dan Belanja Barang/Jasa Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Malang dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (kmbaran Negara Republik lndonesia Talun 2OO3

Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undarg-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Nega-ra (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nega.ra

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentarg
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(tembarart Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimara

telah diubah beberapa kati, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lsmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentarg

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan l€mbaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

atas Undang-Undaag Nomor I Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubemur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol5

Nomor 57, Tambahan I.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5678);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taiun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan kmbaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4578);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan anta.ra Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daeral
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambalan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telal
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (L€mbarar Negara

Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, tera-khir dengan

Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011

tentarg Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O11 Nomor 31O);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015

tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Cubernur

dan Wakil Cubernur, Bupati darr Wakil Bupati serta

walikota dan Wakil walikota (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 20 l5 Nomor 657);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006

Nomor 6lN, sebagaimana telah diubal dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6

Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

t(abupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10

Tahun 2OO7 tentang Kewenangan Pemerintahan

Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan

Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007

Nomor 2/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malarg Nomor I

Tahun 2008 tentang Orgarisasi Perangkat Daerah

{tembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008

Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubal beberapa kali,

terakht dengan Peraturan Daerah Ikbupaten Malang

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor t
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(lembaran Daerah Kabupaten Malalg Tahun 2014

Nomor 2 Seri C);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13

Ta-hun 2014 tentang Anggarar Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Angga-ran 2015 (kmbaran Daerah

IGbupaten Malang Tahun 2014 Nomor 5 Seri A);

18. Peraturan Bupati Malarg Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2014 Nomor 9 Seri A), sebagaimana tetah diubah

dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 1l Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peratura! Bupati Malang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

(Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 3

Seri A);

MEMUTUSKAN:

PERATI'RAIT BUPATI TENTANG STANDAR TIOIIORARIUM

DAN BELAI{.'A BARIJG/JASA PEHILIHAI{ BUPATI DAI{

WAKIL BI'PATI MALAITG.

Menetapkan
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Pasal I

BAB I
ITETEITTUAN UMUM

BAB II
RUANG LIITGKI'P

BAB III
PENGAI{GGARAI{

Pa3al 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Standar
Honorarium dan BeLanja Barang/Jasa Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Malang.

Paaal 3

(1) Peraturar Bupati ini merupakan pedoman bagi KPU dan
Panwas dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran untuk
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Malang.

(2) Standar Honorarium dan Belanja Barang/Jasa
Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Malang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(3) Standar Honorarium dan Belanja Barang/Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga
paling tinggi serta sudah termasuk segala biaya yang

diakibatkannya, termaeuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Mata!9.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Wakit Bupati adalah Wakil Bupati Malang.
5. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU

adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

6. Panitia Pengawas Pemilihan, yang selanjutnya disingkat
Panwas adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten
Malang.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Di
pada

Malang
lS Mel

H. RENDRA KRESNA

2015

Diundangkan di Malang
pada tanggal /S Mel 2015

DAERAH

ABDUL MALIK
NrP. 19570A30 1982G) I OOl

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor lse;A

nPtn*2oi5$FPdtws|dflbdnrhcc.

BAB IV
KETEIITUAIY PENUTI'P

EI(



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NoMoR /3 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR HONORARIUM DAN
BELANJA BARANG/JASA
PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI MALANG

STANDAR HOI{ORARIUM DAIT BELIINJA BARANG/.'ASA
PE}.IEIIIAN BUPATI DAII WAI(IL BI'PATI MALII{G

A. STANDAR HONORARIUM PERBULAN

Ilo. Ura.laa

2

Satuan
Hsri. &tualt

lRP.)
4

Keteraagan

I 3
I. ftnglrt B.bupateD

1.1 Kctua o.B 5.000.000,00
1.2. Anggota o.B

o.B
4.500.000,00

1 3 Koordinator/ Seldetaris
Kepala Sub Bagian

1.000.000,00
1.4 o.B 750_000,00
1.5. Bendahara/ Pem bantu B€ndaiara o.B 700.000,00
1.6 Pelaksana o.B 600.000,0o
r.7 Ang{ota Kelompok Keria

a. Pengarah o.B 500.000,00
b. Penanggung Jawab o.B 4s0.000,00
c. Ketua o.B 400.000.00
d. Wakil Ketua o.B 3s0.000,00
e. Sekretaris o.B
t Anggota o.B 300.000,00

II. TlDgL.t X€crE.tan
'2. I Ketua o.B I.500.000,00
2. ). Anggota o.B 1.250.000,00

Koordinator/ Sekretaiis
Bendahara/PUMK

o.B 800.000,00
o.B

'2.5. Anggota/Tenaga Pendukung 600.000,00
'2.6 Anggota Keloopok Kerja

a. Penga-rah/ Penguji o.B 250.000,00
b. Ketua 190.000,00
c. Sekretaris o.B 125.000,00
d. Anggota 100.000,00

III Tlaglat D€3e

Sekretaris o.B 400.000,00
Urusan Teknis Penyelenggara o.B 350.000,00

3.3. Unrsan Tata Usaha Keuangan 3s0.000,00

3.4
Petugas Pengawas
Lapangan

Pemilihan o.B 650.000,00

3.5. Ketua Panitia Pemungutan Suara
AnSgota Palritia Pemungutan
Suara

o.B 500,000.o0

3.6. o.B 450.000,00

o:EKX lProalr Hurun enikF,tu uh d.i E r.irr 8.mm Jd. d4r

325.000,00

500.000,00
o.B

o.B

o.B

o.B
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1 2
Ttagl.t TPS
Ketua
Anggota

3 5
IV
4.1. o.B 400.000,00
4.2 o.B 350.000,00
4.3. Linmas o.B 175.000,00

4.4
Petugas
Pemilih

Pemutal<hiran Data o.B 400.000,00

4.5 Petugas Peagawas TPS o.B 500.000,00

B. BEIIIITJA BARAIIG/.'ASA

4

1\lo. Uaaierl

Cetak Surat Suara

Satuerl
Eergr &tue.

(RP.l
KGtarangqr

1 Icrnbar

lcmbar

1.200
Ukuran folio
hitam putih

a. Penceta-kan/Penggandaan
Formulir

250

b. Pencetalan
(Form BC)

Daita, Calon
letrrbar

lembar

15.000
Ukuran
poster
berwarna
Ukuran
plano hitam
putih

Pencetakan/ Penggandaan
Form Model Pl6no

15.000

d. Penceta-len stiker tanda
telah di daftar sebagai p€milih lembar 500

Ukuran folio
berwarna

3 Pencetal@n/ Penggandaan
p€tunjuk teknis dan Peraturan
Perundang-undangan
- KPU
- Juknis/Buku Psnduan KPPS

ekscmpla-r
ekstmpLar

150.000
9.500

Cetak Formulir Pemutakhiran
DatA Pemilih

- Pengetikarr Validasi Data DPS,

DPS HP dan DPI

tsantrlan dan Alat Coblos

o.K.

paket

10.000

Input Data
Pemilih
di 

"ingkatPPS

trrdapat 3
(tiga)

kegiatan:
DPS, DPS.
HP dan DPT
Bantalan
busa
dilapisi kain
dengan logo
dan tulisan
serta alat
coblos
logam

J 10.000

6 Sampul

a. Sampul untuk formult paket 3.000
Kertas
samson
krafi war!)a

D:]€KXE* Hdm o.5h(qd d, B..n &60 lser
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1 2 3 4
b. Sarupul untuk surat suara paket 5.O00 kcrtas

kr@f wama
7 Segel palet 500

8. Tanda Pengenal 3.000

Stiker l<otAk Suara

lembar

paket 1.000 Kertas
stiker

10 Mur dan baut Kotak Suara set 600 bautMur
lotem

11 Gembok Kotak Suara set r 0.000 cembok
kecil dan
anal< kunci

t'2 Tanda Khusus (tintal buah 17.500 TirttA
13. Ienplate Penyandang Cacat 4.000
I4 Bahan Kampanye

lembar

a. Selebaran lembar 125
b. Brosur lembar
c. Pamflct lembar

'27 5

275
d. Poster buah 975

15. Alat Peraga Kampanyc
a. Baliho buah 2.150.000
b. Spanduk buah 168.000

buah r oo oooc. Umbul-umbul

ATI MAIANG,

H. REITDRA KRESNA

D:rEXXEod* &ns o.r.hxt'di Pd.rl2otslr'rsbmr rldr'i- dr edtt tur'{ J"'!4i

5

Kertas
poper seal
?errai ert
I(arton 160

9.


